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KEPUTUSAN REKTOR Uy\ﬁig’s TAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR /UN40/HK/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT DIFUSI INKLUSI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

bahwa pendidikan merupakan hak setiap warga negara termasuk bagi penyandang
disabilitas dan mereka yang rentan tereklusikan, terabaikan, dan tertinggal;

bahwa Universitas Pendidikan Indonesia sebagai  pelopor kampus inklusif perlu
memiliki Pusat Dipusi Inklusi sebagai elemen penting dalam implementasi layanan bagi
penyandang disabilitas dan mereka yang rentan tereksklusikan, terabaikan, dan
tertinggal;

bahwa sesuai dengan Surat Nomor 221/UN40.SU.4/HM/2023 tanggal 12 September
2023 hal Permohonan Pengantar Dukungan Penerbitan SK Pusat Difusi Inklusi, perlu
menetapkan Keputusan Rektor dimaksud:

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurut a, hurut b, dan
huruf c. perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pembentukan Pusat Difusi Inklusi
Universitas Pendidikan Indonesia;

Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336):

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5871);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 16. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500):

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor8~Lahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentam entuk dan

Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6461),

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk
Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 56. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
6473);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap
Permukiman, Pelayanan Publik. dan Pelindungan dari Bencana Bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540) :

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 14. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762):

Peraturan Menteri Pendidikan. Kebudayaan. Riset. dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2017
tentang Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus di Perguruan Tinggi:



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023
tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada
Satuan Pendidikan Usia Dini Formal,Pendidikan Dasar. Pendidikan Menengah, Dan
Pendidikan Tinggi:

I'l. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas
Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan
Indonesia:

12. Keputusan Majelis  Wali  Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020  tentang
Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa
Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti
2020-2025;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  TENTANG
PEMBENTUKAN  PUSAT DIFUSI INKLUSI  UNIVERSITAS  PENDIDIKAN
INDONESIA.

Menetapkan Pembentukan Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia.

Struktur organisasi Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini. '

Mengenai susunan Pengelola Pusat Difusi Inklusi Universitas Pendidikan Indonesia
sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak Juli
2023.

Ditetapkan di ~ Bandung

Pada tanggal 3 1 UCT 20??

KTOR.
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KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR /UN40/HK/2023

TENTANG2 2 9 0

PUSAT DIFUSI INKLUSI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSAT DIFUSI-INKLUSI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
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